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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 La tar Belakang dan Rumusannya 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998. membuat semakin 

tingginya angka kem.iskinan di Indonesia. Kondisi demikian mengakibatkan 

terjadinya pengangguran dimana-mana, sehingga membuat perekonomian 

keluarga semakin memburuk. Kehidupan masyarakat yang pada awalnya 

sederhana menjadi misk.in dan yang rn.iskin menjadi semakin miskin. Hal ini dapat 

dilibat dari menurunnya daya beli dalam masyarakat.1 

Kemiskinan mengak.ibatkan banyaknya orang tua yang tidak mampu 

meneruskan sekolah anaknya, terutama anak perempuannya. Hal ini berkaitan 

dengan budaya bahwa perempuan cukup sebagai konco wingking saja. Artinya 

yang dibutuhkan hanya kepandaian untuk memasak, melahirkan anak dan 

mempercantik diri . Kondisi demikian banyak dijumpai pacta perempuan

perempuan yang tinggal di desa atau pinggiran kota. Oleh karena itu pendidikan 

formal dianggap tidak begitu penting untuk kaum perempuan di desa atau 

pinggiran kota tersebut. 

Banyaknya fenomena yang terjadi akibat krisis ekonomi tersebut, dengan 

semakin memburuknya perekonomian keluarga di Indonesia. Secara makro, 

membuat kepala keluarga atau para orang tua beserta anak-anak perempuannya 

untuk melakukan urbanisasi ke kota untuk memenu.hi kebutu.han hidupnya, 

1 Arier:· Urbanisai akibat krisis ekonomi··, ~28 Agustus 1998,h.4 
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mengingat terbatasnya lapangan peketja.a.n yang tersedia di desa dibandingkan 

dengan pencari kerjanya. 

Kemajuan teknologi yang sudah masuk di pelosok-pelosok desa, terutama 

media televisi sebagai media informa.si visualisa.si dengan banyaknya stasiun 

televisi, secara tida.k langsung memberikan kontribusi yang sangat besar dalam 

mempenga.ruhi pola pi.kir masya.rakat termasuk didaJamnya masyarakat desa. Hal 

ini membuat semakin mantapnya urbanisasi yang dilakukan oleh pencari kerja 

dari ma.sya.ra.kat desa. Dengan tekad bulat, kemaua.n keras dan bekal seadanya 

tanpa berbekal pendidikan formal yang cukup, dengan sedikit harapan yang ada 

dalam bena.k mereka pencari ketja tersebut berangkat ke kota. 

Tetapi ketika rnereka tiba ke kota, harapan yang mereka bawa dari desanya 

tida.klah sesuai denga.n kenyataan yang mereka dapati di kota. Mereka banyak 

terkejut oleh pola hidup di kota. Mereka melihat mobilitas kehidupan kota yang 

sangat tinggi dengan berbagai aktivitas. Perbedaan yang tida.k mencolok antara 

laki-la.ki dan perempuan tidak mereka temui di kota. Disebabkan banyaknya 

perempuan-perempuan kota yang mencari nafkah seperti halnya lelaki pada 

lazimnya. Kerarnahan yang menjadi ciri khas dari masyara.kat desa yang tidak 

mereka jumpai di kota. Persaingan ada dimana-mana, sehingga banyak perubahan 

yang mengalami nasib berbeda-beda dalam pencarian nafkahnya. Bekal yang 

sangat minim dan seadanya dalam mencari pekerjaan, membuat mereka 

mendapatkan pekerjaa.n dengan seadanya pula. Kaum laki-laki banyak menjadi 

buruh bangunan, pengamen, pengemis, dan gelandangan. Sedangkan untuk 

perempua.n yang berpa.ras ca.ntik, masih perawan, muda ba.nyak yang menjadi 
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korban perdagangan perempuan. Hal ini diakibatkan karena mereka terdesak oleh 

kondisi perekonomian di kota yang sangat sulit. 

Tetapi untuk perempuan-perempuan paruh baya, muda, yang mempunyat 

keinginan untuk bekerja secara halal dan tidak terjebak perdagangan perempuan, 

biasanya mereka menawarkan diri untuk dijadikan PRT atau Pembantu Rumah 

Tangga. Mereka mendapatkan pekerjaan tersebut antara lain didapat melalui 

ternan, saudara ataupun tempat penampungan penyaluran Pembantu Rumah 

Tangga, atau sebaliknya tempat penampungan atau penya1ur Pembantu Rumah 

Tangga tersebut yang mencari sendiri Pembantu Rumah Tangga tersebut. 

Survai Nasional tentang tenaga kerja 1999 membuktikan bahwa, Badan Pusat 

Statistik Indonesia, menyatakan dati 94,8 juta tenaga kerja yang ada di Indonesia 

88,8 juta di laporkan bekerja. 1.341.712 orang di antaranya bekerja sebagai 

Pembantu Rumah Tangga, yang terdiri dari 114.426 pekerja pria (9%) dan 

1.227.286 pekerja perempuan (9 1 o/d 

Mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pembantu Rumah Tangga sebagai 

pekerja, maka dituliskan sebagai bahan skripsi dengan judu1 : " Perlindungan 

Hukum Bagi Pembantu Rumah Tangga Ditinjau Dari UU No. 13 tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan". 

Berdasarkan Jatar belakang dalam uraian di atas, maka permasalahan yang 

diangkat adaJah : 

1. Bagaimanakah kedudukan Pembantu Rumah Tangga sebagai pekcrja dalam 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

2 Agus Wahyudi.SST. " Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) dan 
Permasalahannya",www.yahoo.com. didownload tanggal l Maret 2006 
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2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak Pembantu Rumah Tangga di tempat 

kerjanya. 

1.2 Penjelasan Judul 

Sesuai dengan judul yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini, 

perlindungan hukum bagi Pembantu Rumah Tangga ditinjau dari UU No. 13 

tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka terlebih dahulu penulis akan 

memberikan penjelasan atas judul tersebut. 

a. Upaya Perlindtmgan Hukum 

Yang di maksud dengan upaya adalah suatu usaha (syarat) untuk 

menyampaikan sesuatu maksud. Adaplm yang di maksud perlindungan hukum 

adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Dan huk'Um adalah segala 

undang - undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup 

dalam masyarakat. Jadi upaya perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk 

memberikan pengayoman (melindungi) yang di berikan oleh Negara kepada 

masyarakat yang berbentuk peraturan sebagai hukum positif Peraturan hukum 

positifyang di maksud adalah Hukum Perburuhan yaitu Undang - undang no. 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.3 

b. Pembantu Rumah Tangga 

Orang yang membantu menyelesaikan segala urusan rumah yang menyangkut 

kehjdupan dalam rumah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebut dengan 

pramuwisma adalah tenaga kerja Pembantu Rumah Tangga yang melakukan 

pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah. 

3 Rianawati Yeti " Upaya Perlindungan Hukum bagi PRT', hal .4 
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c. UU No. 13 talmn 2003 Tentang Ketenagaketjaan 

Ketenagaketjaan rnenurut Pasal I UU No. 13 Tahun 2003 adalah segala hal 

yang berhubungan dengan tenaga ketja pada waktu sebelum, selama dan 

sesudah masa ketja. 

Tenaga kelja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan senditi 

maupun untuk masyarakat. 

Peketja/ buruh adalah setiap orang yang bekeija dengan menetima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/ buruh adalah tenaga 

kerja yang sedang dalam ikatan hubungan ketja. 

Penjelasan judul secara keseluruhan perlindungan hukurn bagi Pembantu 

Rumah Tangga ditinjau dati UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

dalam hal ini Pembantu RtUnah Tangga yang bekelja di dalam rumah tangga 

dengan menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh majikan atau orang yang 

memperkejakannya untuk mendapatkan upah atau imbalan dati majikan. 

Untuk menjadi Pernbantu Rumah Tangga tersebut dengan istilah 

Pembantu Rumah Tangga Domestik tidaklah mudah. Mereka bekerja dati pagi 

hingga menjelang malam, mulai dati membersihkan rumah (menyapu, mengepel, 

membersihkan kamar mandi), mernasak mencuci, setrika, menjaga rumah, 

bahkan sampai mengurus anak semua dilakukannya. Itulah sebabnya Pembantu 

Rumal1 Tangga bangun paling pagi dan tidur paling malam diantara keluarga 

majikannya. Apalagi banyak para majikan yang pulang larut malam mulai alasan 
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pekerjaan atau banya refreshing saJa dan Pembantu Rwnah Tangga yang 

menunggu hanya sekedar untuk membukakan pintu pagar4 

Namun demikian kerja keras Pembantu Rumah Tangga sejauh ini tidak 

setimpal dengan penghargaan yang seharusnya diterima. Bangu pagi-pagi dan 

tidur menjelang larut malam diantara anggota keluarga majikannya membuat jam 

ketja Pembantu Rumah Tangga tidak menentu, gaji yang diterimapun kecil, tidak 

sesuai dengan kebutuhan hidup para Pembantu Rumah Tangga. Hari libur yang 

sedikit yang merupakan salah satu hak Pembantu Rumah Tangga dari majikan 

yang diterima begitu saja tanpa perlawanan . Hari libur itupun biasanya tetjadi 

setiap setahun sekali, dan biasanya terjadi pada momen lebaran. Maka tidak 

mengherankan momen lebaran adalah momen yang banyak dinantikan oleh warga 

desa karena banyaknya mereka yang bertemu dengan keluarganya yang mudik 

dari kota diantaranya para Pembantu Rumah Tangga tersebut. Dalam berinteraksi 

dengan orang lain seringkali Pembantu Rumah Tangga tersebut juga abstain oleh 

sang majikan, walaupun terhadap tetangganya sendiri . Apalagi bila Pembantu 

Rumah Tangga tersebut bekerja pada majikan yang mempunyai rumah-mmah 

yang sangat besar dengan pagar menjulang tinggi, dan Pembantu Rumah Tangga 

dan majikan tersebut tinggal didalamnya. Maka kemungkinan kecil untuk 

Pembantu Rumah Tangga tersebut berinteraksi dengan orang lain kecuali hanya 

dengan keluarga sang majikan. Ada juga majikan yang memperlakukan Pembantu 

Rumah Tangga sebagai tempat penumpahan kekesalan, baik senang maupun 

sedih. Padahal sebagai manusia biasa Pembantu Rumah Tangga juga 

• "PRT Dianggap Bukan Pekerjaan" www.indomediacom. search PRT. 26 Desember 2005 
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membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah. Perlakuan yang lebih tidak 

manusiawi lagi dan sering diterima Pembantu Rumah Tangga adalah menjadi 

tersangka utama bila ada barang yang h.ilang di dalam rumah, mengingat 

Pembantu Rumah Tangga adalah orang lain. 

Ada beberapa sebab mengapa perlakuan tidak berprikemanusiaan sering 

diterima oleh Pembantu Rumah Tangga tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena 

sang majikan merasa Pembantu Rumah Tangga yang membutuhkan uang dan 

bukan sebaliknya, sehingga majikan dapat berbuat sesukanya. Lalu masih adanya 

pemahaman masyarakat yang salah tentang Pembantu Rumah Tangga. lni 

dipengaruhi oleb budaya yang berkembang di masyarakat bahwa Pembantu 

Rumah Tangga itu abdi yang rendah. Yang muncul akhimya adalah kesombongan 

si majikan. Sebab lain adalah belum adanya peraturan-peraturan yang menjamin 

hak serta kewajiban Pembantu Rumah Tangga.5 

Dian Gayatri dari Surabaya (Yayasan Tjut Nyak Dien) dan Serikat 

Bersama Perempuan, mengungkapkan, peran Pembantu Rumah Tangga 

sebenamya sangatlah besar " Di balik suksesnya seorang ibu yang juga perempuan 

karier, itu tidak lepas dari peran Pembantu Rumah Tangga yang menyelesaikan 

semua tugas ntmah tangga, sementara si ibu bekerja sukses di luar. Jadi, profesi 

Pembantu Rumah Tangga tidak berbeda dengan profesi lain seperti dokter. sopir, 

wartawan, guru, dan lain-lain, yang harus ada standar upahnya. Apa yang 

5 Ibid 
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dilakukan Pembantu Rumah Tangga adalah sebuah pekeljaan utama untuk 

k 
., 6 mere a terangnya. 

Menjadi Pembantu Rumah Tangga bukanlah keinginan dari sekian banyak 

perempuan, namun demikian daJam kondisi perekonomian yang sulit, menjadi 

Pembantu Rumah Tangga adalah pilihan pekerjaan, terutama perempuan dan anak 

perempuan . Data ILO-IPEC Tahun 2003 menunjukkan jumlah Pembantu Rumah 

Tangga mencapai 215 juta. Angka ini akan terus meningkat apabila dikaitkan 

dengan asalah keberangkatan kelja Pembantu Rumah Tangga yang disebabkan 

oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, formal, angka putus sekolah, minimnya 

infonnasi serta bekal kerja yang terbatas. Kemiskinan itu sendiri bukanlah hal 

yang alamiah melainkan disebabkan oleh perekonomian system kapitalisme dunia 

yang bersifat eksploitatif. Kebijakan ekonomi intemasional tersebut diikuti oleh 

kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat adanya kemiskinan 

struktura I. 7 

1.3 Alasao PemiHhao Judul 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan hukum posit if 

dibidang ketenagakerjaan yang didalamnya mengatur tentang segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kelja pada waktu sebelum, selama dan seduah masa 

kerja. Tennasuk didalamnya mengatur tentang pengertian tentang ketenagakerjaan 

tenaga kerja. Pekerja, pemberi kerja, pengusaha dimana dalam korelasi antar 

mereka diatur antara lain hubungan kerja, serikat pekerja, lembaga kerjasama, 

tripatit, perjanjian kerja bersama. Pemutusan hubungan kelja, anak, upah, 

6 fb1d ha/. 2 
7 "keluarga - sejahtera ", www.vahoo com search Pembantu Rumah Tangga, 27 desember 2005 
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kesejabteraan pekeija, pengawasan ketenagakeijaan, mentri dan kesemuanya 

ditujukan guna melindungi tenaga keija untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ 

buruh dan keluarganya. 

Apakah Pembantu Rumah Tangga yang bekerja rnulai pagi sampai malam 

(umumnya 12-15 jam sehari) dari pukul 05.00 - 21.00) dengan waktu istirahat 

yang tidak pasti, tanpa adanya istilah libur/ cuti, baik itu cuti hamil, cuti haid , cuti 

mingguan, dan sebagainya, selain itu gaji mereka tidak ada patokannya (standar 

Upah Minimum Regional) atau UMR, sehingga ada yang sangat minim, bahkan 

ada yang gajinya ditahan/ tidak dibayar beberapa bulan oleh si majikan dan 

dianggap rendah kedudukannya oleh masyarakat, tennasuk pekeija dalam ruang 

lingkup UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakeijaan. 

Memang bila terjadi kekerasan pada Pembantu Rumah Tangga, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lebih spesialis lagi dalam Undang

Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) memang mengatur 

tentang ketentuan pidana tetapi dalam hubungan perdata dengan majikan belum 

ada aturannya. Hal inj dapat dibuktikan masih belum adanya standar upah, 

pembatasan jam kerja, hak cuti , jaminan sosial dan hak-hak lainnya sebagai 

pekerja yang telah dimiliki pekerja. 

Hak-hak tersebut seharusnya dimiliki oleh Pembantu Rumah Tangga sebagai 

pekeija. Prof. Imam Soepomo, Guru Besar Hukwn Perburuhan Fakultas Huktun 

Uruversitas Indonesia, dalam bukunya tentang Hukum Perbumhan juga 

berpendapat bahwa tidak selayaknya Pembantu Rumah Tangga dikeluarkan dari 

ruang lingkup perlindungan Hukum Perburuhan. karena sumbemya dapat dilacak 
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pada peraturan-peraturan saat ini. Peraturan-peraturan tersebut pada pokoknya 

dapat dijadikan dasar bagi peraturan hubungan ke~a Pembantu Rumah Tangga -

Majikan dan memasukkan mereka pada ruang lingkup perlindungan hukum 

perburuhan. 8 

Berdasarkan alasan judul di atas, maka judul yang diambil adalah 

Perlindungan Hukwn Bagi Pembantu Rurnah Tangga Ditinjau Dari UU No. 13 

tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

1.4 Tujuan Pcnulisan 

a) Memberikan surnbangan pemikiran mengenai Perlindungan Hukum 

Pembantu Rumah Tangga sebagai pekerja ditinjau dari Undang - undang 

no. l3 tahun 2003 tentang ketenagake~aan kepada kalangan akademis, 

Praktisi hukurn dan Masyarakat Pengguna jasa Pembantu Rumah Tangga 

terse but. 

b) Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

1.5 Metode Peoelitian 

a) Pendekatan masalah 

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun yang di 

maksud pendekatan ini adalah mengacu pada peraturan perundang -

undangan yang berlaku dalan memberikan perlindtmgan huktun terhadap 

Pembantu Rurnah Tangga sebagi pekerja. 

8 
'· Kertas Posisi Usulan Revisi PERDA DK.l Jakarta No.6tahun 1993 tantang Pramuwisma·· 

,tanggal 9 juni 2005. 
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Selain itu dilakukan pendekatan empiris dengan mengetahui fakta hukum 

yang ada mengenai pemberlakuan Pembantu Rumah Tangga oleh 

majikannya dan cara Pembantu memperoleh pekerjaannya serta keterlibatan 

Pemerintah dalam melindungi hak - hak Pembantu Rumah Tangga sebagai 

pekerja. 

Dengan metode pendekatan tersebut , maka penulisan skripsi ini 

diharapkan dapat lebih mengenai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 

b) Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukwn yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sumber bahan hukum primer, yang di dapatkan dari studi kepustakaan berupa 

peraturan perundang - undangan , sedangkan sumber bahan sekunder di 

dapatkan dari hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dan 

Pembantu Rumah Tangga itu sendiri dan Pembantu Rumah Tangga itu sendiri . 

Pendapat para sarjana, ilmu pengetahuan tertentu dan doktrin - doktrin serta 

buku - buku literature, makalah seminar, artikel dari media massa, tennasuk 

di dalamnya internet yang ada hubungannya dengan sumber materi ini. 

c) Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum 

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara menginventarisasi 

bahan hukum yang ditemui dalam literature - literature perpustakaan. Dalam 

pengumpulan bahan hukum ini juga dilakukan studi dokumen di Dinas Tenaga 

Kerja Jawa Timur dan pengakuan - pengakuan dari Pembantu Rumah Tangga 

tersebut. 
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d) Analisa bahan Hukum 

Metode analisis yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalall 

yuridis sistematis, Yakni keseluruhan data yang terkumpul di klasifikasikan 

secara sisternatis berdasarkan permasalahan yang di ajukan kemudian di 

analisis w1tuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang 

di bahas. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Sistem pertanggungjawaban ini terbagi dalam 4 ( empat ) Bab. Adaptm 

sistem penguraian penulisannya, yakni Bab I merupakan bab Pendahuluan yang 

terdiri dari Jatar belakang dan rumusannya. Di Ianjutkan penjelasan judul, alasan 

pemilihan judul , tujuan penulisan, dan metode penulisan yang terdiri dari 

pendekatan masalah, bahan hukum. prosedur pengumpulan dan pengolahan 

sumber hukumserta analisis bahan hukum. Sebenarnya pada Bab ini diuraikan 

secara global isi skripsi sebagai mana penulisan ilmiah pada umumnya .. 

Bab II membahas mengenai bagaimana kedudukan Pembantu Rumah 

Tangga sebagai pekerja dilihat dari Undang - undang no. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Bab ini di bagi menjadi 2 (dua) bagian yakni yang Pertama 

Pengertian ywidis tentang Ketenagake~aan dan apakah Pembantu Rumah 

Tangga juga tennasuk didalamnya jika dilihat dari definisi yang ada. Bagian 2 

(dua) sub bagian membahas pekerjaan yang di lakukan oleh Pembantu Rumah 

Tangga bila ditinjau dari konvensi ILO (International Labour Organization ) yang 

sudah di ratifikasi oleh bangsa Indonesia dan diwujudkan dalam Undang- undang 

yang mengatur tentang ketenagake~aan . 
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Bab III dibagi 2 (dua ) bagian , yakni bagian pertama mengenai upaya 

perlindungan hukum bagi Pembantu Rumah Tangga sebagai pekerja. Bagian ini 

dibagi menjadi 2 (dua) . Bagian pertama membahas tentang Hak - hak yang 

diterima Pembantu Rumah Tangga selama bekerja dan kewajiban - kewajiban 

yang barus dilakukannya. Bagian kedua, membahas peranan Pemerintah dalam 

melindungi Pembantu Rtm1ah Tangga tersebut sebagai pekelja. 

Pada Bab IV akan dikemukakan mengenai simpulan apa yang didapat 

dari penulisan skripsi ini serta akan ditulis juga saran apa yang sebaiknya 

dilakukan oleh Pemerintah atau Masyarakat pengguna jasa Pembantu Rwnah 

Tangga atau bahkan Pembantu Rumah Tangga itu sendiri guna mewujudkan hak 

hak11ya sebagai pekelja. 
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BAB II 

KEDUDUKANPEMBANTURUMAHTANGGAMENURUT 

UU NO. 13 TAHUN 2003 

TENTANG KETENAGAKERJAAN 

2.1. Pengertian Tenaga Kerja 

Yang dimaksud tenaga kerja pada wnumnya adalah semua orang yang 

marnpu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah dalarn hubungan 

kerja atau sebagai swa-pekerja maupun yang belum atau tidak mempunyai 

peketjaan. Dalam meninjau tenaga kerja ini, terutama yang mendapat perhatian 

bukanlah mereka yang sedang beketja baik untuk diri sendiri (swa-pekerja) 

maupun dalam hubungan kerja (buruh), melainkan mereka yang mampu bekerja 

tetapi karena sesuatu tidak mendapat pekeyjaan.9 

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja adalah tiap orang yang melakukan 

peketjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang secara 

kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh bebas.10 Jadi yang membedakan 

antara tenaga kerja dan pekerja adalah terletak pada apakah orang yang dimaksud 

tersebut sudah bekerja atau belum. 

Dalam melaku.kan pekerjaan dengan menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya (pekerja). Setiap manusia mempunyai tujuan 

hidup yang berbeda-beda. Bukan saja untuk memperoleh penghidupan yang layak, 

9 lman Soepomo, "Pengantar Hukum Perburuhan ··• cet -13( edisi re\'isi) 
,Djambat.an)akarta,2003,hal34 
10 Ibid 
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semakin mengembangkan kepribadiannya dan menegakkan kehonnatan 

kemanusiaannya. 

Secara konstitusional perlindungan terhadap tenaga kerja telah dituangkan 

dalam pasal 27 ayat 2 UU 1945 amandemen ke IV yang menegaskan bahwa : 

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan". Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dapat memberika 

penghasilan dan dapat menjamin kelangsungan hidup setiap warga dan 

keluarganya. Yang bermakna sosial ekonomi yang dalam bagian integralnya 

diwujudkan dalam bentuk UU yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagaketjaan, yang diundangkan pada lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 

pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan itu.11 

Di mana dalam definisinya pada Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 

"Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". 

Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengertian pekerja atau buruh. Karena 

pengertian tenaga kerja mencakup pekerja atau buruh, yaitu tenaga kerja yang 

sedang terikat dalam suatu hubunga kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. 

Peketja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upal1 atau 

imbalan dalam bentu.k lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adaJah tenaga 

ketja yang sedang dalarn hubungan kerja.12 

Jadi apabila dalam bekerja tersebut pekerja tidak adanya hubungan kerja 

disebut tenaga kerja, sedangkan untuk yang terikat hubunga kerja disebut dengan 

11 Hardijan Rusli .. Hukum Ketenakerjaan .. ,cet-pertamaGhalia lndonesia,JakartaFebuari 
2004.hal. l3 
12 lman So porno. hal. 72 
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buruh. Ruang lingkup UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan itu 

sendiri adalah "Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 

sebelum, selama dan sesudah masa kerja". 

Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja 

rnisalnya kesempatan kerja, perencanaan tenaga kerja, sedangkan hal sesudah 

masa kerja adalah masalah pensitm. 

2.1.1 Pengertian Majikan 

Majikan pada umumnya adalah orang yang mempunyai modal, usaha, dan 

mampu mempekerjakan orang lain untuk diberi upah/ gaji atau imbalan. Pada 

intinya orang yang mampu membayar orang lain baik untuk usahanya atau 

mempermudahnya dalam melakukan pekerjaan lain disebut dengan majikan. 

Sedangkan orang yang dibayar untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu 

disebut dengan buruh. Pengertian majikan ini terkada berlainan antara yang satu 

dengan lainnya tergantung keperluan tertentu yang dikehendaki . Terkadang 

diadakan perluasan atau penyempitan dari perumusan sebenamya. Seperti juga 

arti kata majikan yang menurut Undang - Undang tentang Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan talmn 1957. Berarti orang a tau badan hukum yang 

memperkerjakan bwuh. Undang - Undang tentang kecelakakan menyamakan 

majikan dengan pengurus perusahaan. Arbeids Regeling-MJ Verheids Heddri 

Juen (Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perindustrian) mengatakan bahwa 

majikan adalah pemilik, wakilnya dan pengwus perusahaan. Dalam Aanvullende 

Plantersregeling (Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan) disebutkan 
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bahwa majikan adalah pemilik perkebunan atau seorang yang dengan kekuasaan 

penuh orang yang melakukan karya (pekerjaan). 13 

Meskipun perumusannya berlainan, pada dasamya memuat unsur yang sama, 

yaitu : seseorang yang memperkerjakan orang lain dengan memberikan upah atau 

imbalan dapat disebut dengan majikan. Untuk UU No. 13 Tahtm 2003 tentang 

ketenagakerjaan pengertian majikan ini dapat kita temui dalam Pasal I angka 4 

yang dipersamakan dengan pemberi kerja. Pemberi kerja adalah orang 

perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 

memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. 

2.1.2 Hubungan Antara Majikan dan Tenaga Kerja 

Setiap orang ingin mempertahankan hidupnya hamslah melaksanakan 

pekerjaan, tanpa itu mustahil orang tersebut dapat memperoleh nafkah untuk 

mempertahankan hidupnya. Pekerjaan, yakni lapangan usaha seseorang 

mengikatkan diri pada orang lain yang mendapatkan upah sesuai dengan jerih 

payah dari pengerahan tenaga kerja untuk kepentingan orang lain dan untuk 

dirinya sendiri dengan hubungan kepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan dari 

seseorang kepada orang Jain ini lahir hubunga kerja. 

Hubungan kerja menurut Iman Soepomo adalah : 

"Hubungan antara buruh dan majikan terjadi setelah diadakan peiJanJian 

kerja untuk buruh dengan majikan, dimana buruh mengatakan 

kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah". 

13 Hartono Widodo dan Judi Antoro, "Segi Hulo.:um Penyelesaian Perburuhan", Djambatan. 
Jakarta, 1992.haJ.30 
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Kesimpulannya : 

l. Bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerjal 

buruh dengan pengusahal majikan yang mengikat diri memperkerjakan 

pekerja/ buruh dengan membayar suatu upah. 

2. Bahwa bubungan kerja tersebut telah menunjukkan kedudukan masmg

masing pihak dalam posisinya yakni unsur diperintah dan unsur memerintah 

dan pada dasamya menimbulkan adanya hak dan kewajiban. 

3. Bahwa adanya hubungan kerja karena adanya kesepakatan antara pekerja/ 

buruh dan pengusaha/ majikan. 

Pada intinya hubungan kerja terjadi setelah adanya peiJanJian kerja dan 

bekeija di bawah perintah orang lain dengan menerima upah. Perjanjian kerja 

yang dalam bahasa Belanda disebut Arbeisovereenkorns, pengertiannya 

disebutkan dalam Pasal 160 I a KUH Perdata, mengenai perjanjian kerja 

disebutkan bahwa : "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang 

satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si 

majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima 

upah". Perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja sebagaimana diuraikan 

di atas diadakan untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu ialah untuk waktu 

tidak tertentu. Suatu petjanjian yang waktu berakhirnya tidak ditetapkan ketika 

perjanjian itu diadakan sedangkan untuk waktu tertentu suatu perjanjian diadakan 

waktu berakbirnya telah ditetapkan ketika perjanjian diadakan. UU No. 13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan memberikan definisi tentang perjanjian kerja adalah 

sebagai perjanjian antara pekerjal buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 
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yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, maka prestasi tersebut 

yaitu satu pihak-pihak menyerahkan pekerjaan dan pihak lain juga menyerahkan 

uang pekerjaan atau barang. 

Dengan menilik pengertian hubungan kerja dan perjanjian kerja maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hubungan kerja terjadi antara pengusaha/ majikan 

dengan pekerja/ buruh dan hubw1gan kerja yang terjadi diantara keduanya 

(pekerja dan buruh) menimbulkan peijanjian baik untuk waktu tertentu maupun 

wakn1 tidak tertentu. 

2.2 Kedudukan Pembantu Rumah Tangga dalam Hubungan Kerja 

2.2.1 Pengertian Pembantu Rumah Tangga 

Secara tenninologi bahasa yang dimaksud pembantu adalah orang yang 

membannt atau menolong, sedangkan rumah tangga adalah segala sesuatu yang 

menangani umsan mmah seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, 

belanja dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan Pembantu Rumah Tangga 

adalah orang yang membantu menyelesaikan segala urusan rumah yang 

menyangkut dalam rumah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebut dengan 

pramuwisma adalah tenaga kerja Pembann1 Rumah Tangga yang melakukan 

pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah. 

Biasanya yang menjadi Pembantu Rmnah Tangga tersebut orang miskin yang 

tidak bisa menjadi pegawai negeri (PNS), menjadi Polisi ataupun kerja di 

kantoran dan lain-lain. Karena tidak dapat sekolah atau hanya lulusan SO atau 

SMP dan tidak mempunyai keterampilan sehingga untuk menjadi PRT sebenamya 

bu.kanlah pekeijaan pilihan tetapi karena keterpaksaan atau ketiadapilihan 
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peketjaan yang dilakukan oleh Pembantu Rumah Tangga tersebut ada dalam 

sektor domestik. 

Banyak sebutan untuk Pembantu Rumah Tangga di dalam negara kita ini. Ada 

yang menyebut dengan kasar seperti babu, ada yang lebih halus menyebutnya 

rewang atau rencang atau batur, atau remaja kota menyebut pembokat atau 

bedinde, gendhuk atau ada yang menyebut inem, gara-gara ada film betjudul Inem 

Pelayan Seksi, untuk lelaki dahulu kala terkenal dengan sebutan Jongos atau 

Kacung. 

Secara tidak langsung kontribusi ekonomi yang diberikan oleh Pembantu 

Rumah Tangga sangat besar dan nyata karena keberadaan jasa Pembantu Rumah 

Tangga sangat berperan tapi kelancaran aktivitas kehidupan keluarga terutama 

bagi pasangan yang keduanya bekerja di sektor publik. 

2.2.2 Pengertian Majikan 

Pada umumnya yang disebut dengan majikan adalah orang yang 

memperketjakan Pembantu Rumah Tangga tersebut untuk membantu segala 

urusan rumah tangganya dengan memberikan upah atau imbalan kepada PRT 

tersebut. Umumnya majikan adalah orang yang mempunyai penghasilan lebih dan 

ibu rumah tangganya ikut bekerja. Sedangkan tmtuk urusan rumah diserahkan 

kepada orang lain. Urusan rumah seperti yang dimaksud misalnya seluruh 

peketjaan mengenai urusan rumah tangga mulai dari menyapu, mengepel dan 

menjaga keindahan dan kebersihan rumah. Jangan sampai ketika majikan pulang 

keadaan rumah masih berantakan. Jika ada pekerjaan yang tak sempuma misalnya 
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mengepel tidak bersih, menyetrika, mencuci baju majikan kurang benar sehingga 

membuat majikan marah. 

Padahal ketidakberesan pekerjaan itu bisa jadi dikarenakan terlalu banyak 

pekerjaan, terutama pada suatu keluarga besar di mana lingkungan rumahnya luas 

dengan pembantu hanya I orang. Apalagi kalau, anak-anak majikan masih kecil 

dan nakal, belum lagi kalau ada tamu, malam hari pembantu harus bangun dan 

menyiapkan minuman dan hal lain yang diperlukan oleh majikan kalau tamu 

menginap, maka ia barus menyiapkan ruang hendak ditempati. 

Setiap kemarahan majikan tersebut tidak dapat diprotes oleh pembantu 

mengingat ketergantungan seorang pembantu dalarn sektor ekonomi sedemikian 

besar, maka dari itu ada pengakuan-pengakuan dari pembantu ada majikan buruk 

dan rnajikan baik. Apaptm perlakuan majikan terhadap pembantu begitu besar. 

c) Hubungan Antara Majikan dan Pembantu Rumah Tangga 

Pada awalnya hubungan antara majikan dan PRT, adalah pola hubunganlah 

patron client (pengayoman) yang sifatnya pribadi atau personal. . Pada masa 

pemerintahan Belanda (setelah berakhimya perbudakan) terdapat perlindungan 

hukum bagi Pembantu Rumah Tangga berdasarkan Stb 1825 No. 44 yang 

mengatur hubungan kerja, bak dan kewajiban pembantu Peraturan ini diuball 

bagi Pembantu Rumah Tangga berdasarkan Stb 1897 No. 25 yang pada pokoknya 

memberlakukan Pasal 1603A-1603 KUH Perdata. Pasal-pasal ini menempatkan 

hubungan kerja antara pelayan (Pembantu Rumah Tangga) dengan majikan 
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sebagai hubungan sewa menyewa. Selain itu majikan yang diwajibkan untuk 

mendaftarkan perjanjian kerja yang dibuat dengan pelayan kepada Residen.14 

Dengan demikian, san gat jelas bahwa peraturan terse but adalah menempatkan 

hubungan ketja Pembantu RtUnah Tangga dan majikan dalam sistem hubungan 

ketja fonnal dengan adanya perjanjian kerja serta adanya sistem pengupahan. 

Peraturan tersebut juga menyiratkan bahwa masaJah Pembantu Rumah Tangga 

adalah masalah publik dan diatur dalam hukum publik. 

Dalam perkembangannya, hubungan pengupahan yang rasional antara 

Pembantu Rumah Tangga dikaburkan dengan hubungan yang bersifat 

kekeluargaan atau pengayoman. Dalam budaya Jawa dikenal dengan istilah 

ngenger yang artinya menitipkan jiwa raga pada seorang majikan. Atau dengan 

adanya sistem hubungan pengabdian yang berkembang dalam masyarakat feodal 

didukung dengan sikap pemerintah yang menyatakan bahwa PRT bukan bunth 

biasa, dapat ditemukan dalam putusan PP Pusat No. 70/59/111102 tangga I 19 

Desember 1959. 

Selain hubungan Pembantu Rumah Tangga dengan majikan yang bersifat 

patron client sudah mulai ada hubungan mengarah kepada yang bersifat rasional 

berupa hubungan kontrak.15 Maksud dari pola hubungan kontraktual adalah 

masyarakat yang hubunga1mya dikuasai dan ditentukan oleh adanya persetujuan 

yang dinyatakan atas dasar kehendak bebas oleh individu untuk menerima atau 

menolak kewajiban tertentu dalam hubungannya dengan sesama dalam 

masyarakat. Dalam konteks hubungan majikan dengan pembantu jika keduanya 

1~ Kertas Posisi Us ulan Revisi PERDA DKJ Jakarta no. 6 talmn 1999 .Loc. if. 
u Ibid 
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dinyatakan tengah menjalin sesuatu bentuk hubungan atas dasar persetujuan 

bersama di mana unsur timbal balik akan banyak ditentukan oleh perhitungan

perhitungan ekonontis yang rasional. Timbal balik tersebut di mana Pembantu 

Rumah Tangga dianggap sebagai tenaga kerja yang menghasilkan jasa dan 

majikan memberikan upab atau jasa yang diterimanya tersebut. 

Dengan demikian persamaan kedudukan di mata hukum ini , sebenamya 

mempunyai makna yang mendalam untuk membuat suatu hubungan kelja di 

mana ada hak-hak yang hams diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. 

23 Kedudukan Pembantu Rumab Taogga Dalam UU No. 13 tabun 2003 

Tentaog Ketenagakerjaan 

Bila kita melihat hubungan antara majikan dan PRT merupakan pola 

hubungan kontraktual yang didasarkan atas persetujuan bersama, maka secara 

implisit PRT dapat dikatakan sebagai buruh/ pekelja dan majikan dapat dikatakan 

sebagai pengusaha/ pernberi kelja. 

Bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang dalam implikasinya 

melindungi masyarakatnya dalam perantran hukum. Maka dari int Bangsa 

Indonesia membuat Undang-Undang yang mengatur tentang perburuhan lahirlah 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeljaan yang diundangkan pada 

Lembaran Negara Tahun 2003 No. 39 pada tanggal 25 Maret 2003 dan mulai 

berlaku pada tanggal diundangkan itu. 

Ruang lingkup UU No. 13 TaliUn 2003 tentang ketenagakeljaan tersebut 

dalam Pasal 4 nya menyebutkan "Segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

ketja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kelja. 
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Apabila kita melihat tentang mang lingkup Undang-Undang tersebut maka 

seharusnya Pembantu Rumah Tangga dalam perlindungannya sebagai pekerja 

dimasukkan/ tennasuk dalam Undang -Undang tersebut. Tetapi dalam 

kenyataannya Pembantu Rumah Tangga tersebut tidak dapat dimasukkan dalam 

mang lingkup Undang - undang tersebut. Anggapan ini tertuang dalam putusan 

P4 Pusat No. 70/59/III/02/C tanggal 16 Desember 1959, pekerjaan Pembantu 

Rumah Tangga dikategorisasikan sebagai pekeijaan di sektor infonnal, maka 

perlindungan terhadap merekapun berada di luar konteks hukum perbumhan. 

Dalam pertimbangannya Panitia Pusat menyatakan bahwa mereka tidak mengums 

persoaJan-persoalan mengenai Pembantu Rumah Tangga dan pekerjaan yang 

dikuasai oleh hukurn adat. Persoalannya juga terletak pada Undang - undang 

tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan istilah PRT dengan pekeija sehingga 

dalam implementasinya tetap saja Pembantu Rumah Tangga dianggap sebagai 

bukan pekeija yang masuk dalam wilayah perlindungan hukum perbumhan. Yang 

dimaksud dengan bumh/ pekeija adalah setiap orang yang bekeija dengan 

menenma upab atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang 

perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang 

memperkeijakan tenaga keija dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Yang dapat disamakan dengan istilah majikan. Dalam hubungan antara 

majikan dengan Pembantu Rumah Tangga hubtmgan kerja teijadi karena adanya 

perjanjian kerja antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/ bumh sedangkan 

petjanjian ketja sendiri dapat dibuat secara tertulis dan lisan. Hal ini dapat kita 
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lihat dalam pola hubungan antara Pembantu Rumah Tangga dan majikannya yang 

bersifat kontraktual dirnana unsur-unsur perjanjian kerja sudah ada didalamnya. 

Akibatnya sering terjadi pelanggaran hukum perburuhan seperti adanya 

penyalahgunaan perjanjian kerja (misal : secara lisan diperkerjakan sebagai 

Pembantu Rumah Tangga namun temyata dijadikan pekerja seks) tidak ada 

mekanisme dan sistem ketja yang jelas (upah, jam ketja, dan lain-lain), upah yang 

tidak dibayar, upah yang rendah, jam keija yang panjang (dapat dikatakan sebagai 

kerja paksa dan merupakan bentuk eksploitasi) serta adanya kondisi kerja yang 

membahayakan tanpa perlindungan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, 

kecelakaan di tern pat kerja, dan jaminan hari tua. 
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BAB III 

UPA YA PEMENUHAN HAK-HAK PEMBANTU RUMAH 

TANGGA DI TEMPAT KERJANYA 

3.1 Hak dan kewajiban Pembantu Rumah Tangga sebagai pekerja 

3.1.1 Kewajiban Pembantu Rumah Tangga sebagai pekerja: 

26 

Buruh biasanya mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang telah 

disepakati sebelum menerima pekeijaan, hal ini merupakan kewajiban yang 

paling utama bagi seorang buruh, disamping kewajiban-kewajiban lainnya. 

Berdasarkan ketentuan pasal 1603 KUH Perdata , yaitu : 

" Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut 

kemampuannya dengan sebaik - baiknya. Sekedar tentang sifat dan luasnya 

pekeijaan yang harus dilakukan tidak dijelaskan dalam persetujuan atau 

reglement, maka hal itu ditentukan oleh kcbiasaan - kebiasaan." 

Dengan dernikian pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang 

seharusnya diperjanjikan dan barns pula diketahui oleh buruh. Begitu pula 

yang sebarusnya terjadi pada Pembantu Rwnah Tangga. seharusnya 

mengetahui apa kewajibannya seperti Misalnya mengenai jenis pekerjaannya, 

kebiasaan yang dilakukan dan apakah mempergunakan alat bantu atau tidak 

dalam menunjang pekerjaannya tersebut. Sebab apabila ruang lingkup 

pekeijaan kurang diketahui oleh yang bersangkutan di khawatirkan majikan 

dapat bertindak sewenang - wenang . Selain itu dalam melakukan 

pekeljaannya harus dilakukan sendiri dan tidak boleh di wakilkan kecuali 

dengan ijin majikan , pembantu dapat menunjuk orang lain untuk 

menggantikannya sesuai dengan pasal 1603 a KUH perdata. Hal tersebut bisa 
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saja terjadi , jika pembantunya ada keperluan. ( Lela Iswati , Pikiran Rakyat, 4 

mei 1993, hal Vl ) . Seorang Pembantu Rumah Tangga wajib melakukan 

yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut perundang -

undangan , kepatutan mauptm kebiasaan . Ini merupakan konsekuensi dari 

kewajiban majikan yang wajib bertindak sebagai majikan yang baik. 

Akan tetapi pada kenyataannya Pembantu Rwnah Tangga mempunyai 

kewajiban melakukan pekeijaan , diantaranya: 

./ Menyelesaikan urusan rumah tangga 

Ini merupakan kewajiban utama sebagai seorang Pembantu Rumah 

Tangga, karena orang yang memakai jasa Pembantu Rumah Tangga adalah 

orang yang menginginkan segala pekeijaan yang menyangkut urusan rumah 

tangga terlihat selesai seluruhnya. Misalnya : mulai dari mencuci pakaian, 

menyetrika, menyapu, membersihkan rumah, sampai membersihkan kamar 

mandi semua merupakan kewajibannya . 

./ Membantu usaba majikan 

Hal ini terkadang juga menjadi kewajiban Pembantu Rumah Tangga, 

meskipun tidak dipeijanjikan, menurut kebiasaan mereka diwajibkan 

membantu usaha yang dilakukan majikannya. Misalnya : bila majikannya 

mempunya jasa katering , maka mau tidak mau seorang Pembantu Rumah 

Tangga harus membantu usahanya tersebut seperti yang dialami oleh Lili di 

Yogyakarta, selain menyelesaikan pekeijaan rumah tangga ia diwajibkan 

untuk membann1 berbelanja dan memasak untuk menunjang jasa 

kateringnya.17 Bila majikannya mempunyai toko, maka tak jarang Pembantu 

17 "Pelecelum dan Eksploitasi terhadap PRTA .. , www google.co111 didO\mload 23 juli 2006. 
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Rumah Tangga juga disuruh untuk menjaganya seperti yang dilakukan oleh 

Sumami dari hasi l wawancara. 18 

../ Berlaku seperti Baby Sitter 

Tidak sedikit majikan yang mempunyai bayi atau Balita, tetapi tidak 

mempunyai Baby Sitter melainkan pembantu, maka pembantu tersebutlah 

yang merangkap merawat dan memelihara bayi ataupun balita tersebut. 

../ Lain - lain 

Seringkali Pembantu Rurnah Tangga diminta keluarga dari saudara majikan 

untuk membantu melakukan pekeijaan rurnah tangga bila ada acara, hal 

tersebut jika majikannya baik maka diberi uang lembur atau upah hila tidak 

itu dijadikan kebiasaan oleh para majikan. Atau kadangkala disumh untuk 

mencuci kendaraan misalnya mobil, sepeda motor majikannya padahal hal 

tersebut tidak selayaknya dilaku.kan oleh Pembantu Rumah Tangga 

perempuan. 

3.1.2 Hak Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja 

a) Hak Mendapatkan Upah Atau Gaji 

Mencari uang sebanyak - banyaknya adalah motivasi Pembantu Rumah 

Tangga, guna membantu keluarganya yang kebanyakan berasal dari keluarga 

miskin, sehingga hak ini menjadi hak yang paling utarna sebagai peketja. 

Namw1 sampai sekarang dalam hal tersebut, sampai sekarang belum ada 

standarisasi dari pemerintah atau UMR ( Upah Minimum Regional ) 

Sebingga dalam prakteknya sering kali terjadi perbedaan yang sangat tajam 

antara Pembantu Rumah Tangga yang satu dengan lainnya . Bahkan ada gaji 

Pembantu Rumah Tangga yang tidak diberikan setiap bulan oleh majikannya 

11 Wawancara dengan Sumami , 20 Mei 2005 
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atau dengan kata Jain gajinya ditahan. Seperti halnya yang dialami oleh Lili, 

Pembantu Rumah Tangga yang bekelja di Yogyakarta ini telah beketja 

selama setahun tapi gajinya tidak pemah diberikan tiap bulan dan iapun juga 

tidak diperlakukan dengan baik, maka ketika ia minta ijin pulang dan rneminta 

gajinya temyata ia hanya diberi Rp. 150.000 saja dengan alasan sisanya 

diberikan setelah ia kembali, 19 tetapi hal serupa tidak dialami oleh Sandana 

dan Utami dari hasil wawancara saya dengan mereka mereka merasa digaji 

cukup yaitu sekitar Rp. 200.000 - Rp. 400.000, dengan pekerjaan yang tidak 

terlalu berat menurut penga.kuannya karena tempat mereka bekerja hanya 

ditinggali oleh tiga orang dewasa yang masing - masing mempunyai aktivitas 

di luar rumah yang cukup tinggi. Lain lagi dengan Parti, meskipun gajinya 

kurang lebih sama dengan sendana dan utamj tetapi pekerjaan yang dilakukan 

tak sebanding dengan gajinya, karena ia harus melayani delapan orang yang 

terdiri dari tiga anak dan lima orang dewasa dan yang hanya mempunyai 

aktivitas di luar hanya dua orang saja.20 Maka dapat disimpukan bahwa dalam 

pemberian gaji kepada Pembantu Rumah Tangga tergantung pada kebaikan 

dan kebijakan majikan itu sendiri. Dan iru terbukti juga dari hasil penelitian 

yang dilakukan oelh Bagong Suyanto bahwa dalam penentuan besamya gaji 

75% ditentukan oleh majikan, 19% dengan persetujuan calo/ makelar, 3 % 

oleh PRT itu sendiri .21
. Tetapi untuk para majikan yang memberlakukan 

pembantunya dengan sangat baik dan sewajamya maka bila di hitung - hitung 

, meskipun gajinya jauh di bawah UMR, tetapi untuk take homepaynya 

(tempat tidur, sabun, dan lain - lain) gajinya dapat melebihi Upah Minimum 

Regional ( UMR). 

19 "Pelecehan dan Elcsploitasi terhadap PRTA", Joe. cit 
20 Wawancara dengan Patti, Sendana, & Utami , 21 Mei 2006 
21 &gong Suyanto, "Kehidupan PRT di Perkotaan", Lemlit Unair 1991,hal.31 
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b) Hak Untuk Mendapatkan Waktu lstirabat 

Pembantu Rumah Tangga juga manusia , yang mempunyai fisik yang 

berbeda - beda, membutuhkan waktu istirahat setelah beketja. Untuk itu 

Pemerintah pun memberikan aturan tentang waktu istirahat bagj buruhl 

pekerja. Namun hal ini tidak berlaku bagi Pembantu Rumah Tangga., karena 

pada faktanya banyak dari mereka yang tidak diperbolehkan istirahat sampai 

tiba waktunya untuk tidur di malam hari. Seperti pengalaman yang 

diceritakan oleh Lili di Yogyakarta, aktivitas kerjanya sebagai Pembantu 

Rumah Tangga sangatlah padat , di mulai dari bangun pagi pukul 02.00 WIB 

sampai malam pukul 22.00 WIB tak pernah berhenti mengerjakan sesuatu 

untuk membantu majikannya. Diawali dengan memasak, mencuci pakaian, 

memandikan dan memberi makan anak majikannya, belanja ke pasar setelah 

itu kembali lagi menjaga bayi sampai tertidur, maka secara otomatis waktu 

istirahat tidaklab ada. Apa yang dialami Lili di atas juga dialami oleh Parti, 

Pembantu Rumah Tangga juga tidak mempunyai waktu istirahat sama sekali , 

kecuali waktu tidur malam saja dikarenakan penghtminya yang cukup banyak 

tet.api banya dia Pembantu Rumal1 Tangga satu - satunya di rumah tersebut. 

Lain halnya dengan Sukiyah, Sendana, Utami ketika saya wawancarai mereka 

menceritakan bahwa waktu istirahat diberikan oleh majikannya, asalkan 

pekerjaan sudah beres maka mereka boleh istirahat apalagi secara kebetulan 

penghuni di rumah majikan mereka hanya sedikit , tiga orang saja yang 

ketiganya mempunyai aktivitas di luar rumah yang padat. Dengan melihat 

fenomena di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa waktu istirahat pun 

tergantung pada kebaikan majikannnya. 
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c) Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Apabila kita bekerja di suatu pems~aan , berdasarkan aturan dan 

kebijakan pemsahaan maka kita diberi asuransi kesehatan atau kelonggaran 

tmtuk waktu istirahat guna menunjang aktivitas dalarn bekerja dan demi nilai 

nilai kemanusiaan. Seorang Pembantu Rumah Tangga juga seharusnya tak 

luput dari jaminan adanya pelayanan kesehatan dari majikan yang 

mempekerjakannya, karena sesungguhnya pekerjaan Pembantu Rumah 

Tangga sangatlal1 membantu majikannya dan anggota keluarga yang lain 

untuk beraktivitas tanpa di recoki dengan pekerjaan tentang urusan mmah 

tangga. Narnun dalam faktanya, tidak semua Pembantu Rumah Tangga 

mendapatkan hak tersebut, bahkan apabila para majikan tersebut mengetahui 

kalau pembantunya sak.it dan tidak ktmjung sembnh selama satu minggu, 

mereka di suruh pulang saja. Seperti yang dialami oleh Sumami, yang disuruh 

pulang karena sakit typus selama lima hari, menurut pengakuan temannya 

lma waktu saya wawancarai. Bila Ima, mungkin lebih beruntung karena dia 

tidak pemah sakit lebih dari tiga hari, dan waktu sakitpun dengan kebaikan 

majikannya ia di suruh pergi ke dokter dengan uang yang di berikan 

majikannya. 22 Dan tentunya masih banyak cerita lain tentang Sumami dan 

Lma - una yang lain yang mempunyai nasib tidak jauJ1 dari mereka untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan dari mereka. Sehingga kebaikan dan 

kebijakan majikanlah yang menjadi standart pelayanan kesehatan itu 

terjamin . 

22 Wawancara dengan lma, 22 Mei 2005 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ... HERLIMA BUDI PRATAMA



32 

d) Hak Untuk Bersosialisasi. 

Mengeluarkan pendapat, berinteraksi, beraktivitas dan bersosialisasi 

merupakan Hak Azasi Manusia yang di lindungi oleh Negara dalam bentuk 

Undang - undang, bahkan duniapun telah menghapus perbudakan dengan 

adanya Declaration of Human Right. Dan apabila kita sebagai manusia yang 

beragama, maka semua agama juga mengajarkan bahwa setiap man usia adalah 

sama derajatnya di mata Tuhan dan yang membedakan hanya pahala dan 

dosanya saja. 

Untuk itu Jcita juga harus bisa saling menghargai dan menghormati antara 

sesama manusia. Begitupun dengan Pembantu Rumah Tangga, para rnajikan 

harus menghargai dan menghormati rnereka sebagi pekerja, karena memang 

mereka tidak kita beli untuk diperlakukan seenaknya, tetapi mereka adalah 

manusia yang bekerja pada kita tmtuk mendapatkan gaji seperti pekerja pada 

umumnya. Untuk itu seharusnya apabila peketjaan mereka telah selesai , 

Pembantu Rumah Tangga tersebut diperbolehkan untuk beraktivitas ataupun 

bersosiaJisasi di luar guna menunjang harkat dan martabat mereka sebagai 

manusia. Tetapi kebanyakan dari Pembantu Rumah Tangga tersebut tidak 

pernah di ijinkan keluar rumah, dengan aJasan para majikan tersebut takut 

apabila mereka ke luar rumah dan bergaul dengan orang asing yang mereka 

tidak ketahui akan berdampak pada kearnanan rumah para majikan tersebut 

Memang hal tersebut kemungkinan dapat terjadi, tetapi bukan berarti hal 

tersebut di generalisasi pada kebanyakan Pembantu RumaJ1 Tangga karena hal 

tersebut jelas - jelas telah melangar Hak Azasi Man usia. Salah - satu diantara 

yang mengalami untuk tidak diperbolehkan bersosialisasi dari hasil 

wawancara Parti, Sukiyah,. Sedangkan pengakuan di Internet dapat dari Vina 
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mereka merasa adanya sikap keterganhmgan yang sangat lmat tentang masalah 

ekonomi pada majikan mereka. 

Hal tersebut seperti yang dialami oleh Vina di Medan, dalam 

pengakuannya selama bekerja majikannya tersebut tidak pemah 

memperlakukannya dengan baik, cara memanggilnyapun dengan banyak 

sebutan misalnya: Babi, Anjing dan sebagainya . Dan iapun hanya di beri 

makan satu kali sehari dengan !auk yang berbeda dari majikannya, padahal 

lauk dari majikannya terkadang banyak sisanya dan di buang begitu saja.24 

Hal tersebut juga dialami oleh Makyah, meskipun ia bekerja dengan pulang 

sore maka ia tidak pemah diberi makan walaupun telah bekelja seharian 

padahal majikannya tersebut mempunyai usaha katering, rumahpun selalu di 

kunci dari luar bila majikannya pergi. Memang tak sedikit juga majikan yang 

memperlakukan Pembantu Rumah Tangga dengan baik seperti keluarganya 

sendiri seperti yang dialami oleh Rumiati dan Kusmiati . 

3.2 Hak Dan Kewajibao Pekerja Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

3.2.1 Kewajiban Pekerja menurut UU no. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

a) Melakukan Pekeljaan Sesuai Dengan Perjanjian Kerja Yang Telah 

Disepakati. 

Pengertian peljanjian kerja terdapat dalam pasal 1 angka 14 UU no. 13 

tabun 2003 tentang ketenagakeljaan, yaitu: 

24 "Pelecehan dan Eksploitasl terhadap Pekerja Rwnah Tangga", op.cit.hal .2. 
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" Perjanjian kerja adalab perjanjian antara pekerja /buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat - syarat kerja , hak dan kewajiban para 

pihak." 

b) Wajib Mentaati Peraturan Perusahaan 

Definisi peraturan pemsahaan terdapat dalam pasal I angka 20 UU no. 13 

tahun .2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu: 

" Peraturan yang di buat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat -

syarat kerja dan tata tertib perusahaan" 

c) Tidak Melakukan Hal - Hal Tertentu Yang Merugikan Baik Bagi 

Perusahaan Maupun Diri Sendiri Sehingga Dapat Mengakibatkan Di Phk 

(Pemutusan Hubungan Kerja) Secara Sepihak. 

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) menumt pasal I angka 25 UU no. 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , yaitu : 

" Pengakhiran hubW1gan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya bak dan kewajiban antara pekerja, buruh dan pengusaha. 

Hal - hal tertentu yang membuat tetjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Ketja 

) terdapat dalam pasal 158 ayat (I) dan (2) UU no. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagaketjaan , yaitu: 

(1) Pekelja/ buruh yang telah melakukan kesalahan antara Jain: 

a. melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan/nilik 

perusahaan; 

b. memberikan keterangan palsu atau yang telah dipalsukan sehingga 

merugikan perusahaan; 
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c. mabuk, meminurn minurnan keras yang memabukkan, memakai dan 

atau mengedarkan narkot1ka, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di 

lingkungan kerja ; 

d. melakukan kegiatao asusila atau perjudian di lingkungan kerja; 

e. menyerang, manganiaya, mengancam, atau mengintimidasi ternan 

sekerja atau pengusaha di lingkungan kelja; 

f. membujuk ternan sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan 

yang berteotangan dengan peraturabn penmdang-undangan; 

g. dengan ceroboh merusak atau membiarkan dalam keadaan babaya 

barang perusahaan yang menimbulkan keerugiaan bagi perusahaan; 

b. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan ternan sekerja atau 

pengusaha dalam keadaaan bahaya di tempat kerja; 

1. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 

dirahasiakn kecuali untuk kepentingan Negara; atau 

J. melakukan kegiatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancarn 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

(2) kesaJaban tersebut, didukung dengan bukti sebagai berikut: 

a. pekerjalburuh tertangkap tangan; 

b. ada pengakuan dari pekerjalburuh yang bersangkutan; atau 

c. bukri lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh 

sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi. 
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3.2.1 Hak Pekerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

a) Menerima Upah 

Definisi upah sesuai dengan pasal 1 angka 30 UU no. 13 tahun .2003 

tentang ketenagakerjaan, yaitu: 

" Upah adalah hak pekerjafburuh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kelja kepada 

pekeljalburuh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu peljanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, tennasuk 

tunjangan bagi pekeljalburuh dan keluarganya atas suatu peketjaan 

dan/ataujasa yang telah atau akan dilakukan." 

Selanjutnya mengenai kebijakan pengupal1an ditetapkan berdasarkan 

undang-undang yang berlaku, yaitu pada Bab X, Bagian Kedua, dari pasal 

88 sampai pasal 98, UU no. 13 tahun 2003, antara lain: 

./ Upah pekerja/buruh meliputi: Upah minimum yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertwnbuhan ekonorru; 

upah kerja lembur; upah tidak masuk ketja karena berhalangan; 

uapah tidak masuk kerja karena melakukan pekeJjaan Jain di Juar 

pekerjaanya; upah karena menjalankan hak waktu istirahat 

kerjanya; upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk 

perhitungan pajak penghasikan . 

./ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

rrunimum. Jika pengusaha tidak mampu membayar upah minimum. 
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Maka dapat dilakukan penangguhan, yang diatur dengan 

Keputusan Menteri . 

./ Upah dapat tidak diberikan jika pekerja/buruh tidak melakukan 

pekerjaan. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku, jika: 

Pekerja/buruh sakit; menikah, menikahkan, mengkhitankan, 

membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran, 

keluarganya satu rumah meninggal dunia; menjalankan kewajiban 

terhadap Negara; menjalankan ibadah yang diperintahkan 

agamanya; melaksanakan hak istirahat; melaksanakan tugas serikat 

pekerjalburuh atas persetujuan pengusaha, dan melaksanakan tugas 

pendidikan dari perusahaan. 

b) Mendapatkan kesejahteraan 

Definisi upah sesuai dengan pasal I angka 31 UU no. 1 3 tahun .2003 

tentang ketenagakerjaan, yaitu: 

"suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah 

dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara 

langsung atau tidak langsungdapat mempertinggi produktivitas kerja dalam 

lingkungan kerja yang aman dan sehat'·. 

Dalam Bab X, Bagian Kedua, pasal 99 UU no. 13 tahun 2003, 

disebutkan bahwa "Setiap pekerjalburuh dan keluarganya berhak 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku". Peningkatan kesejahteraan bagi 

pekerja!buruh dan keluarganya, dilakukan dengan menyediakan fasilitas 

kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja!buruh dan ukuran 

kemampuan perusahaan. 
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c) Mendapatkan perlakuan yang sam a 

Hak tmtuk mendapatkan perlakuan yang sama, diatur dalam Bab III, 

pasal 6, Undang-Undang no. 13 tahtm 2003, yaitu: 

"Setiap pekeda!buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha". 

d) Memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja 

Hak mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja diatur dalam Bah X, 

Bagian Kesatu, paragraf 5, pasal 86 dan 87, Undang-Undang no. 13 tahun 

2003, yaitu: 

(86) Setiap pekerjalburuh mempunyat hak untuk memperolah 

perlindtmgan atas keselamatan dan kesehatan ketja; moral dan 

kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia serta nilai-nilai agama. 

(87) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan keda yang terintegrasi dengan sistem maneJemen 

perusahaan, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

e) Mendapatkan waktu istirahat dan cuti 

Diatur dalam pasal 79 (2) huruf a dan cUndang - undang no.13 talnm 

2003, yaitu : 

../ istirahat antara jam ketja, sekurang - kurangnya setenga jam setelah 

bekeda selama 4 (empat) jam kerja terns - menerusdan waktu istirahat 

tersebut tidak termasuk jam kerja. 
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./ cuti tahunan, sekurang - kurangnya 12( dua be1as ) hari kerja sete1ah 

pekerjalburuh yang bersangkutan bekerja se1arn 12 ( dua belas ) bulan 

secara terns - menerus. 

f) Hak untuk berserikat 

Bab XI, Bagian Kedua, pasa1 104, Undang-Undang no. 13 tahun 2003, 

yaitu: 

"Setiap pekerjalburuh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerjalseri.kat buruh". 

3.3 Hak Dan Kewajiban Pembantu Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang

Undang No. 13 Tabun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

I. Untuk Pembantu Rumah Tangga kewajiban mengenai pekerjaannya pada 

awalnya mereka diberi tahu oleh maji.kan yang mempekerjakannya, tetapi 

seri.ngkali pekerjaan itu akhirnya diperluas karena keadaan dan kebiasaan, 

yang terkadang melampaui batas.Sehingga sudah tidak sesuai Jagi dengan 

pekerjaan yang telah diberitahukan sejak awa1 tersebut. Padahal dalam 

Undang - undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebe1um 

buruh/ pekerja tersebut itu bekerja maka pengusaha wajib memberikan 

perjanjian kerja terlebih dahulu baik lisan maupun tulisan yang di 

dalamnya berisi hak dan kewajiban pekerja. 

2. Pembantu Rumah Tangga juga diwajibkan untuk mentaati peraturan yang 

dibuat secara sepihak o1eh majikan, dan seringka1i aturan tersebut 

me1anggar Hak Azasi Manusia atau Hak - hak pekerja itu sendiri .Misalnya 

seperti tidak diperbolehkannya Pembantu Rumah Tangga untuk keluar 

bersosialisasi, atau meningkatkan martabatnya sebagai manusia, apalagi 
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diadakan pelatihan - pelatihan guna kreativitas oleh sang majikan. 

Sedangkan dalam Undang - undang no. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagaketjaan Peraturan yang dibuat perusahaan tidak boleh 

menyimpang dari undang - undang dan bersifat transparan dan 

keberlakuannya tanpa adanya diskriminasi antar pekerja. 

3. Pembantu Rumah Tangga tidak mempunyai jam kerja yang pasti, Undang 

- undang no, 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tentang waktu kerja 

dan waktu istirahat telah ditentukan dan berlaku pada setiap perusahaan. 

Hal ini terbu.kti dari Penelitian yang dilaku.kan oleh Bagong Suyanto 

bahwa 64% Pembantu Rumah Tangga beketja selama 9-12 jam sehari, 

32% diatas 13 jam sehari, 4% kurang dari 8 jam sehari.25 

4. Upah atau gaji Pembantu Rumah Tangga jauh dibawah UMR (Upah 

Minimum Regional ), upah lemburpun tidak ada dan kebanyakan dari 

mereka ditentukan sepihak, yaitu oleh sang majikan. 

5. Pada Pembantu Rumah Tangga tidak adanya Janunan hari tua, 

kesejahteraan, dan pemeliharaan kesehatan atau tidak adanya asuransi 

kesehatan yang dimiliki peketja di perusahaan pada umumnya. 

6. Pembantu Rumah Tangga tidak mempunyai serikat pekerja, hal inilah 

yang membuat Pembantu Rumah Tangga tidak dapat dimasukkan dalam 

ruang lingkup Undang - undang no. \3 tahun 2003 tentang 

ketenagaketjaan, padahal ini adalah hak pekelja, dan di dalamnya banyak 

bergerak untuk melindungi hak - hak kita sebagai pekerja. 

Meskipun dalam kesimpulannya tersebut Pembantu Rumah Tangga tidak 

dapat di masukkan dalam ruang lingkup Undang - undang No. 13 tahun 2003 

25 Bagong Suyanto, op.cit haJ.27 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ... HERLIMA BUDI PRATAMA



42 

tentang KetenagakeJjaan dalam perlindungannya sebagai pekeJja rumah tangga, 

tetapi masih ada upaya Pemerintah Daerah yang membuat Perda tentang 

Pramuwisma yang di dalamnya memuat tentang hak - hak dan kewajiban 

Pernbantu Rumah Tangga, Penyalur Pembantu Rumah Tangga, Majikan yang 

mempekerjakan Pembantu Rumah Tangga serta sanksi - sanksi bagi ketiganya 

yang dibuat bila melanggar ketentuan yang ada dalam Perda tersebut. 

Ketentuan - ketentuan yang ada dalam Perda DKI Jakarta No.6 tahun 1993 

tentang Pramuwisma, adalah : 

./ Memungut restribusi dari majikan untuk: biaya pembinaan kesejahteraan 

pramuwisma dan untuk ijin operasional Badan Usaha . 

./ Kewajiban Badan Usaha Penyalur Pembantu Rumah Tangga adalah 

menyediakan penampungan, melatih dan memelihara Pembantu Rumah 

Tangga, membuat ijin operasional dan laporannya setiap 6 bulan, 

menyalurkan dan membuat ikatan keJja yang dituangkan dalam peJjanjian 

tertulis antara Pembantu Rumah Tangga, Majikan , Penyalur itu sendiri . 

./ Majikan wajib untuk memberi upah,makan, minum dan cuti tahunan, 

pakaian I stet per-tabun,Memberikan ruang tidur yang layak, kesempatan 

beribadah, pemeliharaan kesehatan, keselamatan keJja, dan 

memperlakukan secara manusiawi . 

./ Pembantu Rumah Tangga haruslah berumur minimal 18 tahun, sehat jiwa 

dan raganya, dapat izin orang tua atau suami, identitas jelas, jujur, disiplin 

dan sopan serta mempunyai ketrampilan dalam bekeJja untuk jenis 

pekerjaan rurnah tangga. 
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./ Apabila terdapat perselisihan antara Pembantu Rumah Tangga, majikan 

dan Penyalurnya maka dapat diselesaikan melaJui Tim Penyelesaian 

Perselisihan Pramuwisma yang dibentuk oleh Gubemur kepala Daerah . 

./ Adanya sanksi pidana kurungan bagi Penyalur dan majikan bila melanggar 

kurungan selama - lamanya 3 bulan, jika melanggar hak - hak Pembant11 

Rumah Tangga. 

Satu lagi upaya upaya Pemerintah untuk menegakkan hak - hak Pembantu 

Rumah Tangga sebagai Pekelja yaitu pada tanggal 23 Januari 2002, Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Jacob Nuwa Wea serta menteri Pemberdayaan 

Perempuan, Sri Rezeki S, di Jakarta menandatangani naskah Gerakan Libur 

Mingguan untuk Pembantu Rumah Tangga. Dalam naskahnya yang berbunyi : " 

Pembantu romah langga adalah bagian dari kerja yang menyumbang 

produktivitas masyarakat. Mereka pada keluarga dan menjadi bagian penentu 

kua/itas kehidupan keluarga. Mereka berhak memperoleh libur mingguan untuk 

hidup dapat bermartabat ".16 

26 
" Pembantu Rumah Tangga Anak. "www.google com. didownload tgl I Maret 2006. 
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1. Dengan me1ihat definisi yang ada tentang buruh/ tenaga kerja pada UU no. 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Maka tidak seharusnya Pembantu 

Rumah Tangga dalam perlindungannya sebagai pekerja, tidak di masukkan 

dalam ruang lingkup hukum Perburuhan, seperti apa yang dikatakan oleh 

Prof lman Soepomo Guru Besar Hukum Perburuhan Faku1tas Hukum 

Uruversitas Airlangga dalam bukunya tentang hu.kum Perburuhan. Dan 

hanya Karena Undang - undang tersebut tidak secara eksplisit 

menyebutkan Pembantu Rumah Tangga sebagai pekerja, sehingga dalam 

implementasinya Pembantu Rumah Tangga dianngap bukan sebagai 

pekerja yang masuk dalam wilayah perlindungan hukum perburuhan. 

Akibatnya Pembantu Rumah Tangga yang tidak termasuk dalam wilayah 

perlindungan hukum perburuhan, sering terjadi pelanggaran hukum 

perburuhan seperti adanya penyalahgunaan perjanjian kerja, tidak adanya 

mekanisme dan system kerja yang tidak jelas (upah, jam kerja, dan lain 

lain), tidak adanya jarninan kesehatan, kematian, kecelakakan di tempat 

kerja, jarrunan di hari tua . Yang kesemuanya telah diatur dalam Undang 

undang no. 13 ta11l!n 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan apabila 

mengalami kekerasan Pembantu Rumah Tangga sudah dapat terlindungi 

dengan adanya Undang - Undang no. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 
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2. DaJam upaya pemenuhan hak - hak Pembantu Rumah Tangga sebagai 

pekerja, maka kewajiban Pembantu RumaJ1 Tanggalah yang harus 

mempetjuangkan hak - haknya dengan earn meningkatkan tawaran ketika 

terjadi perjanjian kerja, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang 

bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan khususnya Pembantu 

Rumah Tangga juga lebih fokus dan giat untuk memperjuangkan hak 

hak pembantu rumah tangga. Disamping itu Tanggal 23 Januari 2002, 

Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pemberdayaan perempuan pada saat itu 

telah menandatanganj naskah yang berisi adanya libur rrungguan bagi 

Pembantu RumaJ1 Tangga. Namun aturan - aturan tersebut tidak 

tersosialisasi sehingga kurang bermanfaat bagi Pembantu Rumah Tangga 

4.2 Saran 

I. Seharusnya Pemerintah mengupayakan untuk membuat undang - undang 

yang mengupayakan perlindungan hukurn Pembant11 Rumah Tangga 

sebagai pekerja, yang nantinya dapat di jadi.kan payung hukum bagi 

Pembantu Rumah Tangga tersebut serta adanya kontrol yang bai.k bagi 

keberlakuannya. 

2. Untuk Perda dan naskah libur mingguan bagi Pembantu Rumah Tangga, 

seharusnya lebih di sosialisasikan keberlakuannya dan ada Lembaga 

independen yang menilai tentang efektivitas adanya Perda tersebut. 

3. Untuk Perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang termasuk terhadap 

segala jenis praktek perbudakan maka Pembantu Rumah Tangga, dapat 

menggunakan payung hukum sebagaj berikut: 
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./ Keppres RI No.83 Thn. 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan 

Perlindungan hak berorganisasi 

./ Undang-Undang RI No.18 Thn. 1956 tentang Hak-hak dasar berorganisasi 

dan perlindtmgan bersama . 

./ Konvensi ILO No.29 mengenai kerja paksa atau wajib kerja . 

./ Undang-Undang Rl No.19 Tlm. 1999 tentang penghapusan Hak paksa . 

./ Undang-Undang RI No.80 Thn. 1957 tentang pengupahan yang sama baik 

buruh 1aki-laki mauptm perembpuan . 

./ Undang-Undang Rl No.21 Thn. 1999 tentang diskriminasi dalam 

pekerjaan dan jabatan . 

./ Undang-Undang Rl No.20 Thn. 1999 tentang diratifikasi mengenai usia 

minimum untuk diperbolehkan bekerja . 

./ Undang-Undang Rl No.I Tlm. 2000 tentang pelarangan dan tindakan 

segera w1tuk menghapuskan pekerjaan terburuk untuk anak. 

Tetapi undang - undang tersebut di atas juga harus 1ebih disosia1isasikan 

kepada Pembantu Rumah Tangga, Para majikan pengguna jasa Pembantu 

Rumah Tangga, dan PenyaJur Pembantu Rurnah Tangga tersebut. Untuk itu 

hal yang paling penting lagi adalah Pemerintah harus mencerdasakan 

rakyatnya agar mereka mengetahui segala hak dan kewajibannya sebagai 

warga Negara dan profesi yang dimilikinya. 
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